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BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.428, 2022 POLRI. Pertanggungjawaban Keuangan.
Administrasi. Pencabutan.

PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG ADMINISTRASI
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4
TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG
ADMINISTRASI PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk percepatan pelaksanaan anggaran belanja
dan tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan di
lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia,
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Administrasi
Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Kepolisian
Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
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Mengingat

Menetapkan

Nomor 22 Tahun 2011 tentang Administrasi
Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan
Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
sehingga perlu dicabut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang
Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Administrasi
Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Kepolisian
Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2011 tentang  Administrasi
Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Kepolisian

Negara Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG ADMINISTRASI PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA° NOMOR 22  TAHUN 2011 TENTANG
ADMINISTRASI PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DI
LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
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Pasal 1

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2011 tentang Administrasi
Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 758) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2011 tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan di
Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2
Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 April 2022

KEPALA  KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2022

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO



